
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.35, 2019 KPU. Pengamanan Surat Suara. di Percetakan dan 

Pendistribusian.  
 

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 1 TAHUN 2019 

TENTANG 

PENGAMANAN SURAT SUARA DI PERCETAKAN DAN PENDISTRIBUSIAN  

KE KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN 

KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN UMUM  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 345 ayat (6) 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

tentang Pengamanan Surat Suara di Percetakan dan 

Pendistribusian ke Komisi Pemilihan Umum/Komisi 

Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dalam Pemilihan 

Umum; 

 

Mengingat : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6109); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG 

PENGAMANAN SURAT SUARA DI PERCETAKAN DAN 

PENDISTRIBUSIAN KE KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI 

INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA DALAM 

PEMILIHAN UMUM. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan: 

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah 

sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, 

Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan 

secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil 

dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

2. Presiden dan Wakil Presiden adalah Presiden dan Wakil 

Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  

3. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat 

DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945.  

4. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat 

DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945.  

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 

disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
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6. Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan 

Pemilu yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu. 

7. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang 

menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi 

Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan 

Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan 

fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan 

Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih 

anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara 

langsung oleh rakyat. 

8. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU 

adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat 

nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan 

Pemilu. 

9. KPU Provinsi adalah lembaga Penyelenggara Pemilu di 

provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

tentang Pemilihan Umum. 

10. Komisi Independen Pemilihan Aceh yang selanjutnya 

disebut KIP Aceh adalah lembaga Penyelenggara Pemilu 

di Provinsi Aceh yang merupakan bagian dari KPU yang 

diberi wewenang oleh Undang-Undang tentang 

Pemerintahan Aceh untuk menyelenggarakan Pemilu 

Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, dan Pemilihan Gubernur 

dan Wakil Gubernur.  

11. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan 

Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU/KIP 

Kabupaten/Kota adalah lembaga Penyelenggara Pemilu di 

kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang tentang Pemilihan Umum. 

12. Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota yang 

selanjutnya disebut KIP Kabupaten/Kota adalah lembaga 

Penyelenggara Pemilu yang merupakan bagian dari KPU 

yang diberi wewenang oleh Undang-Undang tentang 

Pemerintahan Aceh untuk menyelenggarakan Pemilu 
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Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, pemilihan Gubernur 

dan Wakil Gubernur Aceh dan pemilihan Bupati dan 

Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. 

13. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut 

Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang 

mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

14. Surat Suara adalah salah satu jenis perlengkapan 

Pemungutan Suara yang berbentuk lembaran kertas 

dengan desain khusus yang digunakan oleh Pemilih 

untuk memberikan suara pada Pemilu Anggota DPR, 

Pemilu Anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil 

Presiden, dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. 

15. Pengamanan Surat Suara adalah kegiatan mengamankan 

Surat Suara dalam pencetakan, penghitungan, 

pengepakan, penyimpanan dan pendistribusian ke 

tujuan. 

16. Pencetakan adalah sebuah proses industri untuk 

memproduksi secara massal Surat Suara, dengan tinta di 

atas kertas menggunakan mesin cetak. 

17. Perusahaan Pencetak Surat Suara yang selanjutnya 

disebut Percetakan adalah perusahaan yang 

menjalankan proses industri untuk memproduksi Surat 

Suara secara massal dengan tinta di atas kertas 

menggunakan mesin cetak. 

18. Penghitungan adalah kegiatan menghitung dan mencatat 

Surat Suara sesuai jumlah kebutuhan setiap KPU/KIP 

Kabupaten/Kota. 

19. Pengepakan adalah kegiatan menata dan mengemas 

Surat Suara sesuai dengan jumlah alokasi kebutuhan per 

KPU/KIP Kabupaten/Kota atau KPU Provinsi/KIP Aceh. 

20. Penyimpanan adalah kegiatan menempatkan Surat Suara 

pada tempat tertentu sehingga Surat Suara dalam 

kondisi aman dan baik. 
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21. Pendistribusian adalah kegiatan pengiriman Surat Suara 

dari Percetakan ke tempat Penyimpanan KPU/KIP 

Kabupaten/Kota sesuai dengan jumlah, jenis, waktu, 

alamat, dan skala prioritas lokasi pengiriman. 

22. Hari adalah hari kalender. 

 

BAB II 

PENGAMANAN PENCETAKAN DAN PENGHITUNGAN 

 

Pasal 2 

(1) Pencetakan Surat Suara dilakukan oleh Percetakan. 

(2) Pencetakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan di dalam negeri dengan hasil cetak yang 

berkualitas baik dan sesuai dengan jumlah yang telah 

ditetapkan oleh KPU. 

(3) Percetakan dilarang mencetak Surat Suara lebih dari 

jumlah yang telah ditetapkan oleh KPU.  

(4) Dalam hal terjadi kelebihan Pencetakan dari jumlah yang 

telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

yang disebabkan oleh kendala teknis karena proses 

penyetelan warna pada mesin cetak produksi, Percetakan 

wajib melaporkan kepada KPU. 

(5) Kelebihan cetakan Surat Suara dari jumlah yang 

ditetapkan oleh KPU sebagaimana dimaksud pada  

ayat (4), wajib dimusnahkan dengan disaksikan oleh 

KPU, Bawaslu, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia 

setempat. 

(6) Pemusnahan kelebihan cetak Surat Suara sebagaimana 

dimaksud pada ayat (5) dituangkan ke dalam berita 

acara, yang ditandatangani oleh Percetakan, KPU, 

Bawaslu, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia 

setempat, menggunakan format sebagaimana ditetapkan 

dalam keputusan KPU. 

(7) Pemusnahan Surat Suara sebagaimana dimaksud pada 

ayat (6) dilakukan sebelum hari dan tanggal pemungutan 

suara. 
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